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Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of E-procurement in the procurement of
goods and services in the Malang City Government, and analyze the obstacles to the implementation
of E-procurement in the procurement of goods and services in Malang City Government. The re-
search method used is descriptive research with a qualitative approach. The collection techniques
used were observation, interviews and documentation. Data analysis using interactive models. The
results showed that in general the implementation of e-procurement in the procurement of goods and
services in the City Government of Malang was effective as evidenced by the implementation of
transparent and accountable tenders that made it possible for loyal agencies / companies to take part
in the tender. the web. However, there are several obstacles, namely duplicate positions, poor human
resources and infrastructure that is less supportive.
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Abstrak: kajian ini bertujuan untukmenganalisis efektivitas pelaksanaan E-procurement dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan kota Malang, serta menganalisis hambatan
pelaksanaan E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Malang. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan e-
procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Malang berjalan efektifterbukti
dengan pelaksanaan tender yang transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan untuk setia
badan/perusahaan mengikuti tender tersebut, selain itu pelaksanaan tender juga sangat mudah
dengan memanfaatkan aplikasi web. Namun terdapat beberapa hambatan yaitu adanya rangkap
jabatan, sumber daya manusia yang kurang memenuhi dan prasarana yang kurang mendukung.
Kata Kunci: e-procurement, pengadaan, barang, jasa
Di Indonesia pada umumnya pengadaan barang
dan jasa sistem konvensional dilakukan dengan cara
peserta lelang melakukan tatap muka secara
langsung dengan panitia lelang. Hal ini kurang
efisien dari segi biaya, waktu serta berpotensi
menimbulkan berbagai praktek penyimpangan.
Beberapa sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam
pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi
antara lain:  tender arisan dan adanya kickback
pada proses tender;  suap untuk memenangkan
tender; proses tender tidak transparan;  supplier
bermain mematok harga tertinggi (mark up);
memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau
orang-orang partai tertentu;  pencantuman
spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu
pelaku usaha tertentu; Adanya almamater sentris;
pengusaha yang tidak memiliki administrasi
lengkap dapat ikut tender bahkan menang;  ten-
der tidak diumumkan; tidak membuka akses bagi
peserta dari daerah (Sucahyo dkk, 2009 dalam
Udoyono, 2012).
Saat ini telah diterapkan pengadaan barang
dan jasa pemerintah secara elektronik yang disebut
dengan e-procurement. E-procurement
merupakan proses pengadaan barang dan jasa
yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik
(berbasis internet) (Wijaya dkk, 2010). Tujuan e-
procurement diantaranya adalah meningkatkan
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transparansi dan keterbukaan dalam proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah;
meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka
penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan
pemerintahan; meningkatkan efektifitas dan
efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
Sebagai proses pengadaan barang dan jasa
yang dilakukan melalui internet, e-procurement
menjadi suatu sistem penyediaan barang dan jasa
yang efisien, karena dapat menghemat biaya, waktu,
dan lebih transparan dalam pelaksanaannya.
Penyedia barang dan jasa tidak perlu lagi datang
ke kantor pengadaan barang dan jasa pemerintah,
tetapi cukup melihat dan mendaftar pada website
secara online. Pengadaan barang danjasa secara
elektronik akan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat
efisiensi proses pengadaan, mendukung proses
monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan
akses informasi yang real time guna mewujudkan
clean and good government dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Hal ini akan menjadi
salah satu langkah pemberantasan korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta upaya untuk mempersiapkan
para penyedia barang dan jasanasional dalam
menghadapi tantangan dan perkembangan global.
Pengadaan barangdan jasa yang lebih efisien,
terbuka dan kompetitif sangat diperlukan
bagiketersediaan barang dan jasa yang terjangkau
dan berkualitas sehingga akanberdampak pada
peningkatan pelayanan publik. Menurut Neupane
dkk (2014) e-procurement can reducing corrup-
tion in public procurement processes. It also has
a positive relationship with the concept of re-
duction of monopoly power and information
asymmetry, and transparency and accountabil-
ity that contributes to the reduced chances of
corruption in public procurement
Pemerintah Kota Malang telah membuat
peraturan mengenai tata cara pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam
Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa secara
elektronik. Hampir semua satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) di pemerintah Kota Malang telah
melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah
secara rutin setiap tahunnya dengan menggunakan
sistem e-procurement sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Harapannya dengan e-procurement
dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
menghindari terjadinya penyimpangan yang
menyebabkan terjadinya kerugian. Berdasarkan
penjelasan diatas menarik untuk dilakukan kajian
terhadap efektifitas pelaksanaan e-procurement
dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan
pemerintah kota Malang
E-PROCUREMENT
Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan
sistem baru yang disebut dengan e-Procurement
telah diberlakukan untuk Kementrian/Lembaga/
Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Instansi sejak
tahun 2010. Menurut Turban et al (2010: 290):
“E-Procurement adalah proses
pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. E-Procurement merupakan
penggunaan teknologi berbasis web untuk
mendukung proses procurement,
termasuk permintaan, pencarian, kontrak,
pemesanan, pembelian, pengiriman, dan
pembayaran.”
Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
menyatakan bahwa:
“Pengadaan secara elektronik atau E-
Procurement adalah Pengadaan Barang/
Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.”
Definisi lain menurut Willem Siahaya
(2012:80) mengenai e-Procurement bahwa
“Pengadaan secara elektronik (e-Proc)
merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa dengan menggunakan jaringan elektronik
(Jaringan internet) atau electronic data inter-
change (EDI)”
Menurut Wikipedia “e-Procurement adalah
pembelian business-to-business (B2B) dan
penjualan barang dan jasa melalui internet maupun
sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti
Electronic Data Interchange (EDI) dan Enter-
prise Resource Planning (ERP).” (http://
en.wikipedia.org/wiki/E-Procurement)
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Menurut Sutedi (2012:254) “E-Procurement
sebagai sebuah website yang merupakan sistem
lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh
pemerintah dengan menggunakan sarana
teknologi, informasi dan komunikasi berbasis
internet.”
1. Berdasarkan beberapa definisi di atas
menunjukkan bahwa e-Procurement
merupakan suatu sistem pengadaan barang/
jasa dengan menggunakan media elektronik
seperti internet atau jaringan komputer yang
mencakup pembelian dan penjualan secara
online agar lebih efektif dan efisien, serta
mengurangi proses-proses bisnis yang tidak
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang/
jasa perusahaan ataupun instansi.
TUJUAN E-PROCUREMENT
Tujuan diadakannya e-Procurement menurut
Sutedi (2012:258) adalah:
“Untuk memudahkan sourcing, proses
pengadaan dan pembayaran, memberikan
komunikasi online antara buyer dengan
vendor, mengurangi biaya proses dan
administrasi pengadaan, menghemat biaya
dan mempercepat proses.”
Dalam Pasal 107 Perpres No 70 tahun 2012
disebutkan bahwa tujuan dari e-Procurement adalah:
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang
real time
Selain itu, James E Demin dari Infonet Ser-
vice Corp dalam Dimas Aditya (2014)
menyatakan bahwa tujuan dari e-Procurement
adalah sebagai berikut:
1. memperbaiki tingkat layanan kepada para
pembeli, pemasok, dan pengguna.
2. mengembangkan sebuah pendekatan
pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai
suplai perusahaan tersebut
3. meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait
pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan
otomatisasi proses pengadaan di dalam dan
sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor
4. mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus
memelihara sumber pasokan yang dapat
diandalkan
5. mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori
melalui penerapan praktek pengadaan yang
efisien
6. mengefektifkan penggunaan sumber daya
manusia dalam proses pengadaan
7. mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan
menggunakan teknologi untuk meningkatkan
kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-
fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya
lebih mudah untuk menentangnya
8. meningkatkan kemampuan membeli dengan
menggunakan teknologi untuk mendukung
identifikasi peluang untuk penyatuan dan
dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan
pengguna di dalam dan melalui garis-garis
bisnis.
9. mengurangi biaya-biaya transaksi dengan
menggunakan teknologi untuk mengotoma-
tisasikan proses-proses, yang mana masih
tercetak (paper-based), dan untuk




Dalam kegiatan e-Procurement terdapat
metode-metode pelaksanaannya seperti yang
disebutkan oleh Willem (2012: 81) yaitu:
1. e-Tendering
e-Tendering adalah tata cara pemilihan
pemasok yang dilakukan secara terbuka dan
dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar
pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. e-Bidding
e-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dengan cara penyampaian
informasi dan atau data pengadaan dari
penyedia barang dan jasa, dimulai dari
pengumuman sampai dengan pengumuman
hasil pengadaan, dilakukan melalui media
elektronik antara lain menggunakan media
internet, intranet dan/atau electronic data in-
terchange (EDI).
3. e-Catalogue
e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga barang tertentu dari berbagai
penyedia barang dan jasa.
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4. e-Purchasing
e-Purchasing adalah tata cara pembelian
barang dan jasa melalui sarana e-Catalogue”
Dalam modul yang disediakan dalam aplikasi
LPSE terdapat e- Tendering, e-Bidding, e-Cata-
logue, e-Purchasing. Sehingga dapat
memudahkan masyarakat untuk mengikuti tender
dalam pengadaan barang dan jasa.
METODE
Kajian ini menggunakan jenis deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
Anlisis data menggunakan model interaktif  Milles
dan Huberman. Dimana dalam kajian ini terdiri
dari tiga alur kegiatan yang terjadi kebersamaan
yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. (Milles dan Huberman dikutip dari
Rohidi, 2009;16)
PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI PEMERINTAH KOTA MALANG
Pengadaan barang/jasa melalui sistem
elektronik yaitu e-Procurement merupakan alat
bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan,
seperti pendapat yang dikemukakan oleh Willem
(2012, h.80) pengadaan secara elektronik (e-
Proc) merupakan pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik
(jaringan internet atau intranet) atau Electronic
Data Interchange (EDI). Pengadaan secara
elektronik tersebut diharapkan mampu membantu
serta meningkatkan kualitas kinerja pegawai
dalam melakukan proses pengadaan. Pengadaan
secara elektronik melalui e-Procurement sendiri
diatur dalam diatur dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
menjelaskan bahwa Pengadaan secara
elektronik atau E-Procurement merupakan
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang undangan.
Adapun tujuan dari adanya e-Procurement
yang dikemukakan oleh Willem (2012, h.80)
sebagai berikut:
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses
pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini
Pemerintah Kota Malang  berupaya
mewujudkan sarana dan prasarana kota dan
lingkungan yang berkualitas. Salah satu upaya
adalah melakukan pengadaan barang dan jasa. Saat
ini pemerintah kota Malang melakukan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik dengan istilah e-
procurement. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah
Kota Malang berpedoman pada Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah dan PeraturanWalikota Malang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di
pemerintah kota malang dengan sistem e-procure-
ment melibatkan beberapa pihak yaitu: PA/KPA,
PPK, ULP/Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/
Jasadan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
Adapun tata cara pelaksanaan e-procure-
ment tersebut adalah sebagai berikut:
1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Rencana umum pengadaan barang dan jasa
meliputi kegiatan:
a. Mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa
yang diperlukan SKPD dan menetapkan
rencana penganggaran untuk pengadaan
barang/jasa.
b. Menetapkan kebijakan umum tentang
pemaketan pekerjaan, cara pengadaan
barang/jasa dan pengorganisasian barang/
jasa.
c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
yang memuat uraian kegiatan, waktu
pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/jasa,
danbesarnya total perkiraan biaya
pekerjaan.
2. Persiapan Pemilihan
a. PPK menyerahkan surat berisikan paket,
spesifikasi teknis, HPS, danrancangan
umum kontrak kepada ULP/panitia
pengadaan dalambentuk dokumen
elektronik. PPK melakukan pendaftaran
sebagaipengguna SPSE.
b. ULP/Panitia Pengadaan menyerahkan surat
keputusan tentangkepanitiaan untuk paket
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pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan
kode akses sebelum melaksanakan pemilihan
berdasarkan surat yangdisampaikan PPK
dan membuat dokumen pengadaan dalam
bentuk softcopy.
c. Penyedia barang dan jasa melakukan
pendaftaran pada alikasi SPSE dan
melakukan verifikasi pada LPSE untuk
mendapatkan kode aksesaplikasi SPSE.
d. LPSE menerima, menyimpan, dan
menerbitkan kode akses pada nama-nama
yang tercantum dalam surat keputusan
tentang penunjukan/pengangkatan PPK,
Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan
untuk paket pemilihan. LPSE juga
melakukan verifikasiter hadap penyedia
barang/jasa yang telah melaksanakan
pendaftaran melalui aplikasi SPSE namun
belum tercatat sebagai pengguna LPSE.
3. Pelaksanaaan Pemilihan
a. Pembuatan paket dan pendaftaran
ULP/Panitia Pengadaan membuat paket
dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan
informasi paket dan sistem pengadaan.
ULP/PanitiaPengadaan memasukkan
nomor surat dan file atau softcopy yang
diterbitkan oleh PPK. ULP/Panitia
Pengadaan membuat jadwal pelaksanaan
pemilihan pengadaan dan mengunggah (up-
load) file dokumen pengadaan pada
aplikasi SPSE.
b. Pemberian penjelasan
Proses pemberian penjelasan (aanwijzing)
dilakukan secara online tanpa tatap muka
melalui aplikasi SPSE. ULP/Panitia
Pengadaan menjawab setiap pertanyaan
yang masuk dan hanya bolehmenambah
waktu tahap penjelasan untuk menjawab
pertanyaan terakhir. ULP/Panitia Pengadaan
dilarang menjawab pertanyaandengan
mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu
dan menjawab sekaligus pada akhir jadwal.
Apabila waktu tahap penjelasan telah
berakhir, ULP/Panitia Pengadaan
mempunyai waktu 3 jam untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang belum
terjawab. Jika dianggap tidak perlu dan tidak
memungkinkan memberikan informasi
lapangan ke dalam dokumen pemilihan,ULP/
Panitia Pengadaan dapat melakukan proses
penjelasan lanjutan dengan menunjuk
seseorang atau beberapa tenaga ahli pemberi
penjelasan teknis (aanwijzing) yang telah
ditetapkan oleh PPK.ULP/Panitia
Pengadaan tidak perlu membuat berita acara
penjelasan pekerjaan. Perubahan (adden-
dum) dapat dilakukan secara berulang
dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap
pemasukan dokumen penawaran berakhir.
Peserta yang tidak mengikuti penjelasan
pekerjaan tidak dapat digugurkan.
c. Pemasukan kualifikasi
Data kualifikasi disampaikan melalui
formulir elektronik isian kualifikasi yang
tersedia pada aplikasi LPSE. Apabila
formulir elektronik isian kualifikasi yang
tersedia pada aplikasi SPSE belum
mengakomodir data kualifikasi yang diminta
oleh ULP/Panitia Pengadaan, maka data
kualifikasi diupload pada fasilitas
sanggahan lain yang tersedia pada aplikasi
SPSE. Pada prakualifikasi,ULP/Panitia
Pengadaan dapat memanfaatkan fasilitas
komunikasi yang tersedia pada aplikasi
SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa
melengkapi formulir kualifikasinya. Dengan
mengirimkan data kualifikasi secara
elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui
pernyataan berikut:
1) Perusahaan yang bersangkutan dan
manajemennya tidak dalam pengawasan
pengendalian, tidak bangkrut, dan tidak
sedang dihentikan kegiatan usahanya.
2) Salah satu atau semua pengurus dan
badan usahanya atau peserta
perorangan tidak masuk dalam daftar
hitam.
3) Data kualifikasi yang diisikan benar dan
jika dikemudian hari ditemui bahwa data/
dokumen yang disampaikan tidak benar
danada pemalsuan, maka penanda
tanganan dan badan usaha yangdiwakili
bersedia dikenakan sanksi administrasi,
sanksi pencantuman dalam daftar hitam,
gugatan secara perdata atau pelaporan
secara pidana kepada pihak berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
d. Pemasukan penawaran
Dokumen penawaran disampaikan dengan
bentuk file yang diunggah melalui Apendo
penyedia dalam SPSE. Penyampaian
penawaran secara 1 file yaitu penyampaian
dokumen penawaran administrasi, teknis, dan
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harga dalam satu file penawaran, dimana
evaluasi dilakukan setelah file administrasi,
teknis, dan harga terbuka. Penyampaian
penawaran secara 2 file yaitu penyampaian
dokumen penawaran administrasi dan teknis
dalam satu file dan penawaran harga dalam
file penawaran lainnya, dimana evaluasi
administrasi, dan teknis dilakukan sebelum
file penawaran dibuka. Pada tahap
penyampaian penawaran, penyedia barang/
jasa mengirimkan file penawarannya dengan
terlebih dahulu melakukan enkripsi/
penyandian dengan menggunakan Apendo
penyedia. ULP/Panitia Pengadaan dapat
melakukan perubahan jadwal tahap
pemasukan penawaran dengan ketentuan
wajib memasukkan alasan yang sebenarnya.
e. Pembukaan penawaran dan evaluasi
Pada tahap pembukaan penawaran, ULP/
Panitia Pengadaan mengunduh
(donwload) dan melakukan deskripsi file
penawaran dengan menggunakan Apendo
Panitia. Harga penawaran dan hasil koreksi
aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang
tersedia pada aplikasi SPSE. Proses
evaluasi (administrasi dan teknis, harga,
kualifikasi) dilakukan secara manual
(offline) di luar aplikasi SPSE dan hasil
evaluasi dimasukkan ke dalam aplikasi
SPSE. ULP/Panitia Pengadaan wajib
melakukan klarifikasi kepada penerbit surat
jaminan tentang keabsahan dan substansi
jaminan penawaran. Ketidakabsahan atau
kemungkinan penolakan klaim jaminan
terhadap softcopy surat jaminan yang
ditunjukkan oleh ULP/Panitia Pengadaan
dapat berakibat pada gugurnya syarat
administrasi. Pembuktian kualifikasi dengan
meminta dokumen penawaranasli
dilaksanakan terhadap calon pemenang.
Aplikasi SPSE secaraotomatis akan
mengirim pemberitahuan (termasuk melalui
email) kepada pemenang pemilihan dan
meminta untuk menyelesaikan proses
selanjutnya yang pelaksanaannya di luar
SPSE. Penawaran aplikasi Apendo oleh
bukan pihak yang sebenarnya akan
berakibat penawarandianggap tidak sah.
f. Sanggahan
Peserta pemilihan hanya dapat
mengirimkan 1 kali sanggahan kepada ULP/
Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE.
ULP/Panitia Pengadaan menjawab
sanggahan yang diajukan peserta pemilihan
yang dikirimkan pada batas akhir waktu
tahap sanggah. Kealpaan atau kelalaian
pemberitahuan informasi sanggahan band-
ing oleh peserta pemilihan tidak
menggugurkan proses sanggahan banding
g. Surat penunjukan penyedia barang/jasa
PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menggunakan
fasilitas dan berdasarkan format penulisan
yang tersedia dalam aplikasi SPSE.
h. Penandatanganan kontrak
Pemenang lelang melakukan penanda-
tanganan kontrak dengan PPK disertai
dengan dokumen penawaran yang
dilakukan di luar SPSE. PPK memasukkan
informasi mengenai kontrak dalam aplikasi
SPSE. PPK dapat menggugah softcopy




BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH
KOTA MALANG
Pelaksanaan E-Procurement di pemerintah
kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota no
13 Tahun 2012. Didalam Peraturan tersebut
memuat dasar pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan
pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas serta
transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di
pemerintah kota Malang. Pelaksanaan E-Procure-
ment di pemerintah kota Malang dilakukan oleh
UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Malang. UPT LPSE merupakan pelaksana yang
memfasilitasi Unit Layananan Pengadaan (ULP)/
panitia pengadaan pada proses pengadaan barang
dan jasa di pemerintah kota Malang. Barang dan
jasa yang dilakukan secara elektronik meliputi :
barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi
serta jasa lainnya yang menyesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
E-Procurement di pemerintah Kota Malang
dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
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Pemerintah (LKPP). Semua pihak yang
berhubungan dengan E-Procurement dituntut untuk
menaati aturan yang berlaku diantaranya menjaga
kerahasiaan kode akses dan penyalagunaan data
E-Procurement serta tidak melakukan pengaturan
untuk memenangkan pihak tertentu dengan cara
kolusi dan nepotisme. Selain itu juga semua pihak
tidak diperkenakna untuk mengacaukan system
E-Procurement dan memanipulasi data yang dapat
mempengaruhi pelaksaanaan pengadaan barang
dan jasa.
Mekanisme pengadaan barang/jasa sebaiknya
mengacu pada prinsip-prinsip manajemen aset
daerah, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi
(2010, h. 57) Prinsip pokok yang harus diperhatikan
dalam manajemen asset daerah adalah Pemerintah
Daerah harus melakukan manajemen asset tersebut
sejak tahap perencanaan sampai tahap penghapusan
asset. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi
dengan baik. Dari pendapat tersebut, dalam proses
mekanisme pengadaan barang/jasa melalui e-Pro-
curement seharusnya dapat dilakukan secara tertib,
sehingga dengan adanya sistem e-Procurement
dapat membuat kegiatan pengadaan barang/jasa
menjadi lebih maksimal lagi.
Kemudian dalam mekanisme pengadaan
barang dan jasa melalui e-Procurementseharusnya
memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan seperti
menurut Willem (2012, h.11-12) sebagai berikut
yang juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Malang, yaitu:
1. Efisien
Pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas
yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam rangka memberikan kontribusi yang
sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.
2. Efektif
Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
3. Kompetitif
Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang
sehat di antara penyedia barang/jasa yang
setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
serta transparan.
4. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat
teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi
peserta penyedia barang atau jasa yang
berminat serta bagi masyarakat luas pada
umumnya.
5. Bertanggungjawab
Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-
prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang
berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.
Menurut Vaidya and Callender (2006) e-Pro-
curement projects includes the involvement of
a significant number of internal and external
stakeholders (i.e., buyers, end-users, suppli-
ers, service providers, consultants, an indi-
vidual seller, and sponsors), the importance of
stakeholder involvement cannot be under-es-
timated. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
E-Procurement dipemerintah Kota Malang adalah
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia
Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jenis
pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri atas:
1. Pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan
dengan pelelangan umum dan sederhana.
2. Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
dilakukan dengan pelelangan umum dan
pemilihan langsung
3. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan
dengan seleksi umum dan seleksi sederhana
Tata cara pelaksanaan E-Procurement
meliputi rencana umum pengadaan barang danjasa,
persiapan pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan
(pembuatan paket dan pendaftaran, pemberian
penjelasan, pemasukan kualifikasi, pemasukan
penawaran, pembukaan penawaran, sanggahan,
surat penunjukkan penyedia barang dan jasa,
penandatanganan kontrak). Dalam
pelaksanaannya LPSE mengundang SKPD,
asosiasi diantaranya gapensi, gapeknas, penyedia
barang dan jasa lainnya dalam rangka pengarahan
terkait dengan penyelenggaraan e-procurement
yang dikemas dalam kegiatan bimbingan teknis
yang biasanya diselenggarakan di awal tahun.
Pelaksanaan e-procurement di kota malang
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan
(ULP). LPSE kota Malang sendiri berjalan sejak
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tahun 2012. Sebelumnya pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di kota Malang dilakukan secara
konvensional. Dalam pelaksanaan e-procurement
LPSE selalu bekerja sama dengan ULP, mengingat
LPSE sebagai penyedia layanan e-procurement
dan ULP sebagai panitia pelaksana pelelangan.
Staff LPSE Kota Malang jumlahnya relative
sedikit, namun hal tersebut tidak menghambat
jalannya pelaksanaan e-procurement karena
LPSE hanya memfasilitasi jaringan yang digunakan
untuk proses pelelangan secara elektronik. Selain
itu juga melaporkan kepada LKPP apabila
ditemukan permasalahan jaringan atau system
yang ada. System yang digunakan oleh LPSE
adalah SPSE V.4. System yang digunakan tersebut
selalu diperbarui sesuai dengan ketentuan dari
LKPP.
ULP mempunyai tugas sebagai panitia
pelelangan yang mengakomodir kebutuhan barang
dan jasa di masing-masing SKPD di pemerintah
Kota Malang. Namun pengadaan yang difasilitasi
oleh ULP sendiri mempunyai beberapa kriteria
diantaranya jumlah nominal barang dan jasa yang
dilelang. Untuk pengadaan barang jumlah nomi-
nal yang difasilitasi oleh ULP adalah diatas 200
juta, sedangkan jasa konsultansi jumlah nominalnya
lebih dari 50 juta. Untuk jasa jumlah nominalnya
diatas 200 juta, sedangkan penunjukan jumlah
nominalnya lebih dari 200 juta. Hal tersebut
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2007. Apabila pengadaan barang dan jasa
jumlah nominalnya dibawah kriteria, maka
pengadaan dikembalikan kepada masing-masing
SKPD. System yang digunakan dalam e-procure-
ment adalah dengan menggunakan “sibaja”. Sys-
tem ini sudah berjalan 2 tahun dan produk
pemerintah Kota Malang. Sedangkan informasi
pengadaan barang dan jasa dapat diakses di
aplikasi sirup/lkpp.go.id. Aplikasi tersebut milik
LKPP yang didalamnnya termuat system
informasi rencana umum pengadaan. Aplikasi
SIRUP terdapat pada website LKPP dengan
alamat inaproc.lkpp.go.id/sirup.
Adanya e-procurement di pemerintah Kota
Malang memudahkan bagi setiap SKPD dalam
melakukan pengadaan barang dan jasa.
Efektivitas, efisiensi dan transparansi sangat
terlihat dalam pelaksanaan e-procurement di
pemerintah Kota Malang. Jumlah e-procurement
di kota Malang pada tahun 2015 sebanyak 386
paket, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 229
paket. Meskipun demikian dalam pelaksanaan e-
procurement di pemerintah Kota Malang terdapat
beberapa hambatan. Hambatan tersebut tentunya
menuntut penyelenggara e-procurement untuk
melakukan upaya dalam mengatasi hambatan
sehingga apabila hambatan tersebut dapat diatasi
maka pelaksanaan e-procurement akan semakin
baik.
E-procurement berakibat terjadinya sejumlah
pengurangan, mulai dari harga pembelian barang,
waktu proses pembelian, penagihan, dan
pembayaran, hingga pengurangan biaya
administrasi maupun waktu dari proses pengadaan
barang. Selain itu, melalui e-procurement, proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih
transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan
yang sehat dengan berkurangnya tatap muka
antara panitia pengadaan dengan pihak calon




BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH
KOTA MALANG
Hambatan pelaksanaan e-procurement
dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah
kota malang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu yang
terdapat pada UPT Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Dinas Komunikasi dan
Informasi Kota Malang dan pada Unit Layananan
Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kota
Malang. Hambatan yang terdapat pada UPT
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang
adalah ketika terdapat masalah teknis terkait
dengan jaringan e-procurement tidak dapat secara
diatasi oleh LPSE sendiri. Mengingat jaringan
tersebut berpusat di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
yang ada di Jakarta. Sehingga penanganan
permasalahan teknis tersebut menunggu respon
dari pusat sedangkan LPSE hanya sekedar
melaporkan permasalahannya saja. Hal ini
tentunya sangat menghambat pelaksanaan e-pro-
curement karena dapat memakan waktu lama
mengingat permasalahan yang diatasi oleh LKPP
tersebut lingkupnya nasional tidak hanya
pemerintah kota Malang.
Hambatan yang terdapat pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) yaitu pembagian tugas dalam
struktur organisasi. Pembagian tugas pada ULP
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cenderung ditemukan adanya rangkap jabatan
maupun tugas. Hal yang ditemukan di ULP kota
Malang adalah adanya rangkap jabatan subag TU
ULP dengan ex officio sekretaris ULP. Hal ini
memunculkan beban kerja yang lebih sehingga
mengganggu pelaksanaan e-procurement oleh
ULP yang dalam hal ini sebagai panitia pengadaan.
Hambatan yang selanjutnya adalah sumber daya
manusia di ULP yang kurang mendukung
pelaksanaan e-procurement mengingat bidang
keahlian staff di ULP bermacam-macam namun
tidak ada bidang keahlian yang sesuai dengan
kebutuhan e-procurement. Sumberdaya manusia
yang dimaksud dapat juga disebut system informasi
manajemen. Menurut Cushing dikutip oleh
Jogiyanto (2005, h.14) mengenai Sistem Informasi
Manajemen (SIM) merupakankumpulan dari
manusia dan sumber daya modal di dalam suatu
organisasi yang bertanggung jawab
mengumpulkan dan mengolah data untuk
menghasilkan informasi yang berguna untuk
semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan
perencanaan dan pengendalian.Selain itu akibat
dari kurangnya sumber daya manusia juga
berdampak pada perbedaan pemahaman aturan-
aturan dan pasal-pasal terkait dengan e-procure-
ment. Minimnya pegawai dinas daerah yang
memiliki kualifikasi pendidikan yang cocok dengan
tugas bidang pekerjaannya, telah ikut memberi
kontribusi terhadap rendahnya kinerja pelaksanaan
desentralisasi dalam otonomi daerah, yang
terefleksi dari kinerja dinas daerah menjalankan
tugasnya. (Habibi, 2016)
Menurut Al Hakim. 2016 Kesadaran akan
perlunya sumber daya manusia yang berkualitas,
perlu ditindak lanjuti dengan berbagai  strategi yang
dapat meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu
strateginya adalah setiap organisasi harus
mendesain kembali perencanaan organisasinya,
pengelolaan manajemen kinerja serta
pendayagunaan manusia. Dalam hal ini berarti
mengupayakan agar sumber daya manusia itu
mampu dan mau bekerjasama secara optimal demi
tercapainya tujuan organisasi.
Hambatan yang selanjutnya adalah prasarana
yang tidak mendukung. Perbandingan jumlah staff,
pimpinan dan  tamu (penyedia barang dan jasa)
dengan ruangan tidak sesuai. Situasi kantor yang
penuh dan sesak sangat terlihat di ULP. Sering
juga ketika penyedia barang dan jasa berkumpul
menjadi satu di kantor ULP di tempatkan di
ruangan pimpinan. Hal ini tentu mengganggu
kinerja pegawai yang semestinya menyelesaikan
tugas-tugasnya.
SIMPULAN
E-procurement merupakan salah satu
terobosan pemerintah dalam pengadaan barang dan
jasa. Sebelumnnya pengadaan barang dan jasa di
lingkungan pemerintahan dilakukan secara
konvensional. Hal ini tentunya memunculkan
permasalahan yaitu kurang efisien dari segi biaya,
waktu serta berpotensi menimbulkan berbagai
praktek penyimpangan. E-procurement menjadikan
proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih
efektif, efisien dan transparan yaitu prosesnya
pengadaannya lebih cepat, tepat dan transparan.
E-procurement di Kota Malang di fasilitasi oleh
UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Malang dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
LPSE bertindak sebagai penyedia fasilitas dan
jaringan e-procurement sedangkan ULP bertugas
sebagai panitia pelaksana pelelangan yang
mengakomodir pengajuan barang dan jasa setiap
SKPD di pemerintah Kota Malang. Pelaksanaan
e-procurement di Kota Malang berjalan efektif
terbukti dari banyaknya paket yang diproses dalam
e-procurement berjalan dengan lancer. Sistem
pelelangannya juga sangat transparan terbukti
dengan siapapun peserta tender dapat mengikuti
langsung proses tendernya. Pelaksanaan e-
procurementmengalami beberapa hambatan, yaitu
penanganan dalam permasalahan sistem yang
cenderung prosedural sehingga memperlambat
proses tendering. Selain itu rangkap jabatan juga
terjadi di ULP dikarenakan kurangnya pegawai
sehingga menimbulkan beban kerja yang lebih.
Selain itu juga sumber daya manusia dan prasarana
juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan
e-procurement.
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